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B A B I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dalam ketentuan pasal 277 diamanatkan, ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD, 

serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur dengan perturan 

Menteri. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah 

tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana 

pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana 

pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka 

menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, merupakan acuan 

bagi Pemerintah Daerah dalam hal tersebut. 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPM) dan telah disahkan 

dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, Penyusunan RPJPM 

mengacu kepada RPJPN 2005 – 2025, Visi misi dan program prioritas 

Presiden terpilih dan rancangan rencana teknokratik. 

Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor :050,13/490/Bappeda/ 2018 

tentang Penyusunan draf Rancangangan awal RENSTRA SKPD tahun 2018 

- 2023 pada dasarnya memberikan landasan yuridis untuk penyeragaman 

pokok bahasan dan langkah-langkah penyusunan Rencana Strategis Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan 

sumberdaya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan daerah yang memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dalam 
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perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan 

kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan untuk 

menyelaraskan dalam mencapai tujuan. 

Renstra SKPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan daerah 

baik RPJP maupun RPJMD, sehingga pokok-pokok pikiran dalam Renstra 

SKPD selaras dengan dokumen perencanaan daerah. 

Renstra DPMPTSP mempunyai kedudukan yang strategis yaitu 

menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) sebagai implementasi pelaksanan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Menengah yang menjadi satu kesatuan, untuk mendukung 

pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2018 

- 2023, yang dikemas dalam kata Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, 

Religius, Aktual dan Sinergi) dimana dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Misi RPJMD yang bersesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP 

adalah Misi I RPJMD yakni Berkarya, yaitu berkarya untuk meningkatkan 

pembanguan ekonomi, social dan budaya serta berkarnya untuk 

meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi. Dengan 

Renstra SKPD proses pembangunan daerah diharapkan teritegrasi dan 

menjadi satu perencanaan yang terpadu dalam rangka mencapai Visi dan 

Misi Kepala Daerah. 

Adapun fungsi Rencana strategis SOPD dalam penyelenggaran 

pembangunan daerah adalah untuk : 

 
1. Mempermudah melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang 

sedang maupun yang akan datang. 

2. Dapat mengukur out come (hasil) yang harus dicapai 

3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan 

mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk 

mengukur kemajuan pelaksanan tugas 

4. Menjadi atau media untuk koordinasi dengan pihak lain dan 

5. Mempermudah pencapaian target strategis dan penggunaan 

sumberdaya. 
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1.2. Landasan Hukum 

 
Adapun yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis 

(Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Tanah Laut periode 2018 sampai dengan 2023 adalah : 

1.2.1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

1.2.2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 tentnag Penanaman Modal; 

1.2.3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025; 

1.2.4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

1.2.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Unang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 

1.2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan 

peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang 

daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta 

tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, 

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja 

pemerintah daerah 

1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah. 

1.2.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman 
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah; 

1.2.10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut 

1.2.11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 – 2022; 

1.2.12, Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 050.13/490/Bappeda/ 2018 

tentang Penyusunan Draf Rancangan Awal RENSTRA SKPD Tahun 

2018 - 2023 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

 
 

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra 

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut 

adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi panduan dalam 

penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu serta seluruh komponen yang terlibat didalamnya, dalam 

rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang termuat 

dalam Dokumen RPJMD tahun 2018 – 2023. 

 
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra 

Penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP dimaksudkan agar 

DPMPTSP dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam 

pencapaian tujuan pembangunan daerah yang melalui : 

• Komitmen dan konsistensi perencanaan, program serta 

pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen 

berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan serta kemampuan daerah. 
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• Melakukan percepatan dalam mencapai sasaran dan tujuan 

pembangunan. 

• Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait 

dalam upaya peningkatan kinerja Pembangunan Bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lima tahun 

kedepan 

• Menjadi acuan resmi sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

 
1.4. Sistematika Penulisan 

 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan 

Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SOPD ) dengan penyajian sebagai berikut 

. 

 
BAB I PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPMPTSP, fungsi 

Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses 

penyusunan Rensra, keterkaitan dengan RPJMD, Renstra BKPM RI 

dan Renstra Provinsi Kalimatan Selatan dengan Renja Perangkat 

Daerah. 

1.2 Landasan Hukum 

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah 

Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang 

struktur organisasi, tugas dan fungsi kewenangan perangkat Daerah, 

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan 

dan penganggaran Perangkat Daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan 

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta susunan 

garis besar isi dokumen. 

 
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP 

 
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP 

Memuat Penjelasan umum tentang dasar hukum pemebentukan 

DPMPTSP, Struktur Organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai 

dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang 

struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan 

organisasi, jumlah personil, dan tatalaksana Perangkat Daerah ( 

Proses, Prosedur, Mekanisme ). 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ( DPMPTSP ) 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya yang dimiliki 

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi, mencakup 

sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih 

operasional. 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja DPMPTSP berdasarkan 

sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, 

menurut SPM urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan 

Perangkat Daerah. 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP 

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra BKPM RI, 

hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang 

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan 

pelayanan DPMPTSP pada lima tahun mendatang. Bagian ini 

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan 

pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang 

dibutuhkan. 
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPMPTSP 

 
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokos dan Fungsi 

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu. 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta 

factor-faktor yang mempengaruhinya. 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih. 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi DPMPTSP yang 

terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan 

pelayanan DPMPTSP, dipaparkan apa saja factor-faktor penghambat 

dan pendorong pelayanan DPMPTSP yang dapat mempengaruhi 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah 

tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan 

perumusan isu strategis pelayanan DPMPTSP. 

3.3 Telaahan Renstra Strategis BKPM RI 

Bagian ini mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat atau 

factor-faktor pendorong dari pelayanan DPMPTSP yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari 

sasaran jangka menengah Renstra BKMP RI ataupun Renstra Strategis 

Provinsi. 

3.4 Telaahan Rencana Strategis Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

Pada bagian ini dikemukakan apa saja factor-faktor penghambat dan 

pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditijuau dari implikasi 

RTRW dan KLHS. 

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis 

Pada bagian ini direview kembali factor-faktor dari pelayanan Perangkat 

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP. 

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi 
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tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra 

Perangkat Daerah tahun rencana. 

 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

 
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran 

jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) 

 
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah 

kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu 

(DPMPTSP) dalam lima tahun mendatang 

 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator 

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 

 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang 

secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP 

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

 

BAB VIII PENUTUP 
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B A B II 

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN TANAH LAUT 

 
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016 tentang kedudukan, 

susunan dan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah 

Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang penaman modal daerah dan 

pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang penaman modal daerah dan 

pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penaman modal daerah dan 

pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; 

d. pelaksanaan administrasi dinas; 

e. pembinaan UPT Dinas; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut : 

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

b. Sekretariat terdiri dari : 

1). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

2) Sub Bagian Keuangan dan 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari : 
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TIM TEKNIS 

PERIZINAN DAN NON 

PERIZINAN JASA 

TIM TEKNIS 

PERIZINAN DAN NON 

PERIZINAN 

 

  

 

1) Seksi Promosi Investasi 

2) Seksi Pelayanan Penanaman Modal dan 

3) Seksi Pengawasan dan Pengendalaian 

d. Bidang Data, Informasi dan Pengaduan terdiri dari 

1) Seksi Data dan Informasi 

2) Seksi Pengaduan Pelayanan 

e. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha terdiri dari : 

1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha dan 

2) Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha. 

f. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu Terdiri dari : 

1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu 

2) Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Tertentu 

g. UPT Dinas; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel 2.1 halaman berikut : 
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2.2 Sumber Daya SKPD 
 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didukung oleh sumberdaya 

sebagai berikut : 

 
1. Sumber daya Manusia 

 

Tingkat Pendidikan 
PNS 

(orang) 

PTT 

(orang) 

Jumlah 

(orang) 

Strata 3 (Doktor)    

Strata 2 (Pasca Sarjana) 3  3 

Strata 1 (Sarjana) 12 4 14 

Diploma 3 2 5 

SLTA 3 4 7 

SLTP    

SD    

Jumlah 21 10 31 

 
Dengan Perincian sebagai berikut : 

 

No. Uraian Jumlah 

1. Kepala Dinas 1 

2. Sekretaris 1 

3. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan 1 

4. Kasubag Keuangan 1 

5. Staf Keuangan ASN 4 

6. Kasubag Umum dan Kepegawaian 1 

7. Staf Umum dan Kepegawaian ASN 2 

8. Staf Umum dan Kepegawaian PTT 2 

9. Kepala Bidang Penanaman Modal 1 

10. Kasi Promosi Investasi 1 

11. Kasi Pelayanan Penanaman Modal 1 

12 Kasi Pengawasan dan Pengendalian 1 

13. Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan  
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14 Kasi Pengaduan Pelayanan 1 

15. Staf Pengaduan Pelayanan 3 

16. Kasi Data dan Pengaduan 1 

17. Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha 1 

18. Kasi Perizinan Jasa Usaha 1 

19. Staf Perizinan Jasa Usaha ( PTT ) 3 

20. Kepala Bidang Perizinan Tertentu 1 

21. Kasi Perizinan Tertentu  

21 Staf Perizinan Tertentu ASN 1 

22. Staf Perizinan Tertentu (PTT) 1 

 

Berdasarkan Jabatan 
 

No. Jabatan Jlh Keterangan 

1. Eselon II 1 Kepala Dinas 

2. Eselon III 5 Sekretaris dan Kabid 

3. Eselon IV 9 Kasubag dan Kasie 

4. Jabatan Fungsional 

Umum 

6  

5. PTT 10  

 
Berdasarkan Golongan 

 

No. Golongan Jumlah Keterangan 

1. Golongan IV 5  

2. Golongan III 11  

3. Golongan II 5  

4. Golongan I -  

5. Non Golongan 10 Pegawai Tidak Tetap 

 
Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah Keterangan 

1. Laki - Laki 20 7 Orang PTT 

2. Perempuan 11 3 Orang PTT 

 Jumlah 31  
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2. Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang kelancaran dalam penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi, Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di dukung sarana dan prasarana sebagai berikut: 

Daftar Aset DPMPTSP Tahun 2018 
 

No. Kode Nana Barang Jumlah Harga Rp. 

1.  TANAH 0 0 

2.  MESIN DAN PERALATAN   

 1 Alat Angkutan (Mobil) 2 566.737.000 

 2 Kendaraan roda 2 7 106.158.950 

 3. GPS (Global Positioning System) 2 14.341.258 

 4 Scaner 19 29.478.638 

 5 Mesin Penghitung Uang 1 4.086.817 

 6 Mesin Foto Copy 1 40.500.000 

 7 Lemari Besi 1 44.727.272 

 8 Rak besi 10 14.456.970 

 9 Filling Besi 25 53.375.905 

 10 Brand kas 1 18.722.200 

 11 Papan Visual 1 9.720.000 

 12 Alat Penghancur Kertas 1 2.374.772 

 13 Mesin Absensi 1 11.950.000 

 14 Alat Pemotong Kertas 1 2.900.000 

 15 Display 1 50.960.000 

 16 Genset 1 96.700.000 

 17 Mesin Laminating 1 3.100.000 

 18 Meja Kayu 19 34.750.000 

 19 Meja Rapat 1 9.900.000 

 20 Kursi Rapat 30 17.690.250 

 21 Kursi Tamu 12 31.371.907 

 22 Kursi Putar 10 9.400.000 

 23 Sofa 2 10.663.616 

 24 Kursi Kerja 20 13.792.560 

 25 Gordyn 1 9.780.750 
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 25 Rak TV 6 7.009.998 

 26 Meja Kerja 23 41.870.762 

 27 Vacum Cleaner 1 1.821.600 

 28 Lemari Es 1 1.500.000 

 29 AC Split 11 52.965.575 

 30 Tangga 2 2.244.546 

 31 Tabung Pemadam 2 1.749.000 

 32 Komputer PC 25 191.380.069 

 33 Laptop 6 62.932.272 

 34 Printer 6 5.063.600 

 35 US 2 5.450.000 

 36 Hardisk Eksternal 1 770.000 

 37 Server 1 14.575.000 

 38 Peralatan Jaringan 1 2.291.453 

 39 Radio Acces Point 2 3.203.182 

 40 Antene 10 24.700.000 

 41 Switch 1 800.125 

 42 Wireless acces point 1 1.255.159 

 43 Lemari Arsip 2 3.500.000 

 44 Proyektor 2 17.400.037 

 45 Televisi 4 19.550.816 

 46 Camera Elektronik 2 10.154.194 

 47 CCTV 1 9.720.000 

 48 Facsimile 1 1.800.000 

 49 Wireless Amplifier 1 6.994.000 

 50 Wheel Chair 1 1.798.103 

 51 Asset Takberwujud (Aplikasi) 5 384.849.779,52 

 
 

 

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 

 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

merupakan gabungan dari Penanaman Modal yang dulunya di Bagian 

Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten dengan Badan Pelayanan Perizinan
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Terpadu Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Landasan pemikiran 

dibentuknya DPMPTSP adalah Perpres 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permendagri Nomor 24 

tahun 2006 yang merupakan perwudan keinginan untuk mengintegrasikan 

seluruh proses pelayanan publik baik perizinan maupun non perizinan kedalam 

suatu sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Tujuannya agar 

pelayanan menjadi lebih sederhana, transparan dan pasti tanpa kehilangan 

fungsi pengawasan yang melekat didalamnya. 

Pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kabupaten 

Tanah Laut adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian 

perizinan dan non perizinan baru, perubahan dan perpanjangan izin. 

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dalam penjabaran Visi, Misi Bupati Terplih Periode 2013 – 2018 

dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) Fase 1. Pada masa Badan Pelayanan 

Perizianan Terpadu (BP2T tahun 2013 – 2016) kemudian Fase Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP tahun 2017 

– 2018). Dalam setiap fase mempunyai Sasaran yang tidak sama dalam 

mewujudkan Visi dan Misi Bupati tersebut. Untuk Mengetahui Tingkat Capaian 

Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan sasaran/target dapat dilihat pada Tabel 

T-C 23 halaman berikut : 

Berdasarkan dari Tabel T-C. 23 diatas untuk pencapaian Kinerja 

Pelayanan SKPD sesuai dengan sasaran, semua sasaran baik yang menjadi 

sasaran Dinas ( Indikator Kinerja Utama ) maupun kinerja sasaran masing- 

masing Bidang telah mencapai target 100% bahkan ada beberapa sasaran 

yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam renstra yaitu dalam 

penerbitan perizinan, Tingkat Kepuasan Masyarakat, maupun Tingkat 

Investasi daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama SKPD. 

 

 











































































 

B A B VIII 

PENUTUP 

 
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Tanah Laut tahun 2018 – 2023 adalah suatu dokumen yang memuat Tujuan, Sasaran, 

Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk diimplementasikan dalam kurun waktu 

2018 – 2023 

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra adalah suatu rencana yang 

pelaksanaannya harus didukung semua jajaran Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dengan segenap potensi yang 

ada untuk diwujdkan menjadi sebuah kenyataan. Kekuatan yang dimiliki sebagai modal 

dasar harus dioptimalkan dan disinergikan dengan peluang yang ada, namun kelemahan 

dan ancaman harus ditekan dan diminimalisir sekecil mungkin agar pelaksanaan Renstra 

dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Renstra DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 harus di jadikan acuan 

kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing diharapkan semua unit kerja dapat 

melaksanakannya secara bertanggungjawab dan selalu berorientasi pada peningkatan 

kinerja lembaga. 

Keberhasilan akan pelaksanaan Renstra ini berarti suatu keberhasilan 

pelaksanaan Visi, Misi dari Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan dalam dokumen 

RPJMD Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya merupakan keberhasilan 

masyarakat Kabupaten Tanah Laut itu sendiri dalam masa lima tahun yang akan datang 

yakni 2018 – 2023. 

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra juga merupakan dokumen 

rujukan dalam melaksanakan evaluasi keberhasilan dan pencapaian kinerja SKPD yang 

telah dicapai dalam periode tertentu. 

Pelaihari, 08 Januari 2020 

Kepala DPMPTSP Kabupaten 
Tanah Laut 

 

 

 
    Drs. JOKO WURYANTO, M.Si. 

NIP.196501161992031008
 



Kabupaten  : Tanah Laut
Nama SKPD  : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tugas  : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

   dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
Fungsi  : a. Perumusan kebijakan teknis bidang penaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu

   b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang penaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
   d. Pelaksanaan administrasi dinas
   e. Pembinaan UPT Dinas; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1. 1 Tingkat Investasi Daerah ∑ Investasi tahun n  Bidang Penanaman Modal
Kabupaten Tanah Laut

Per Tahun

2 2 Tingkat Kepuasan Masyarakat Hasil Survey  Bidang Data, Informasi dan 
Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Perizinan dan Non dan Pengaduan

Perizinan

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si.
NIP.196501161992031008

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
80 ( delapan puluh ) / Baik

KEPALA DPMPTSP

Indikator  Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penjelasan Rumus Penanggungjawab/sumber data

Meningkatnya  Investasi di
∑ Target  tahun n 
Prosentase meningkatnya Investasi 5%

x   100 %



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU 

   

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT 

 

 

BIDANG DATA INFORMASI DAN PENGADUAN 

KINERJA UTAMA 

 Meningkatnya  efektifitas pelayanan terhadap 

Perizinan dan Non Perizinan 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 Persentasi penyelesaian pengaduan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan 

 Persentasi Pelayanan Permohonan perizinan dan 

non perizinan 

 Persentasi Peningkatan sumberdaya Aparatur 

 Persentasi ketersediaan data perizinan dan non 

perizinan 

SEKSI  PROMOSI 

INVESTASI 

KINERJA UTAMA 

 Melaksanakan 

promosi potensi 

investasi 

 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

 Jumlah promosi 

dan kerjasama 

investasi. 

 Penyusunan 

Dokumen Potensi 

dan Peluang 

Investasi. 

 Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Penanaman 

Modal. 

SEKSI PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL 

KINERJA UTAMA 

 Melaksanakan 

Pelayanan  

perizinan dan non 

perizinan 

Penanaman Modal 

 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

 Jumlah penerbitan 

izin baru 

penanaman modal 

 Jumlah rapat  

Koordinasi 

perencanaan dan 

pengembangan 

Penanaman Modal 

KINERJA  UTAMA 

 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

 Tingkat Kepuasan  Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan 

BIDANG PENANAMAN MODAL 

KINERJA UTAMA 

 Meningkatnya jumlah pelaku investasi 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 Persentasi Kenaikan Pelaku Investasi 

 

BIDANG PERIZINAN DAN 

NON PERIZINAN JASA 

USAHA 

KINERJA UTAMA 

 Meningkatnya Penerbitan 

Perizinan dan Non Perizinan 

Jasa Usaha 

  

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 Persentasi Permohonanan 

Izin yang  divalidasi  

Perizinan dan Non Perizinan 

Jasa Usaha 

 

SEKRETARIAT 

KINERJA UTAMA 

 Meningkatnya kelancaran Pelaksanaan Perencanaan dan 

Pelapor 

 Meningkatkan Kelancaran operasional  administrasi  

umum dan Kepegawaian 

 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 Presentase  kegiatan perencanaan dan pelaporan 

 Persentase terkelolanya administrasi perkantoran, 

kegiatan Umum dan Kepegawaian 

 Persentase Penyerapan Anggaran Dinas Penanaman 

Modal dan PTSP 

 

SEKSI PENGAWASAN 

DAN PENGENDALIAN 

KINERJA UTAMA 

 Melaksanakan 

Monitoring dan 

pengawasan 

terhadap perusahaan 
 

 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

 Jumlah  Monitoring 

dan dievaluasi untuk 

perusahaan  

 Jumlah dokumen 

laporan yang di 

monitoring dan 

dievaluasi 

SEKSI PENGADUAN 

PELAYANAN 

KINERJA UTAMA 

 Melaksanakan 

pelayanan pengaduan 

masyarakat 

 Melaksanakan 

pelayanan 

permohonan perizinan 

dan non perizinan  

 Melaksanakan Survey 

kepuasan masyarakat 

 Melaksanakan 

peningkatan SDM 

 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

 Jumlah aduan yang 

dilayani 

 Jumlah permohonan 

perizinan dan non 

perizinan yang di 

proses 

 Nilai IKM 

 Jumlah SDM yang 

ditingkatkanditingkatka

n 

 

SEKSI DATA DAN 

INFORMASI 

KINERJA UTAMA 

 Mengelola data dan 

informasi perizinan 

dan non perizinan 

 Merumuskan Standart 

Operasional Prosedur 

 Melaksanakan 

sosialisasi dan 

penyuluhan  

 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

 Jumlah Dokumen 

Laporan data 

 Jumlah Dokumen 

SOP 

 Inovasi pelayanan 

publik 

 Jumlah sosialisasi dan 

penyuluhan  

 Jumlah media 

sosialisasi 

 

SEKSI PERIZINAN 

JASA USAHA 

KINERJA UTAMA 

 Melaksanakan 

pelayanan perizinan 

dan non perizinan 

bidang jasa usaha. 

 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

 Jumlah Perizinan dan 

non perizinan  jasa 

usaha yang di 

diverivikasi 

 Jumlah rapat yang 

dilaksanakan dengan 

tim teknis 

SEKSI PERIZINAN JASA 

NON USAHA 

KINERJA UTAMA 

 Melaksanakan 

pelayanan perizinan  

dan non perizinan 

bidang perizinan 

Tertentu 

 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

 Jumlah Perizinan dan 

Non Perizinan, perizinan 

terten yang di verivikasi 

 Jumlah rapat yang 

dilaksanakan dengan tim 

teknis 

SUB BAG 

PERENCANAAN DAN 

PELAPORAN 

KINERJA UTAMA 

 Menyusun Perencanaan 

dan Pelaporan Kinerja 

Dinas Penanaman 

Modal dan PTSP 

 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

 Jumlah Dokumen 

Kinerja Sesuai 

Ketentuan 

SUBBAG UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

KINERJA UTAMA 

 Menyusun Data 

Kepegawaian, Evaluasi 

Serta Administrasi 

Kepegawaian 

 Merencanakan dan 

Mengadakan Sarana dan 

Prasarana Serta 

Administrasi Perkanoran 

 Melaksanakan 

Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

 Jumlah dokumen 

kepegawaian yang dilayani 

secara tertib 

 Jumlah Dokumen  Aset 

Terkait Sarana dan 

Prasarana   

 Jumlah Ketersediaan 

Pakaian Dinas 

 

SUBBAG KEUANGAN 

KINERJA UTAMA 

 Menyusun 

Perencanaan dan 

Administrasi 

Keuangan 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

 Jumlah Dokumen 

Laporan Keuangan 

 

BIDANG PERIZINAN DAN NON 

PEARIZINAN TERTENTU 

KINERJA UTAMA 

 Meningkatnya Penerbitan 

Perizinan dan Non Perizinan 

Perizinan Tertentu 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 Persentasi Permohonan Izin 

yang  divalidasi Perizinan dan 

Non perizinan tertentu 

 

 

KINERJA UTAMA 

 Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Tanah Laut 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

 Tingkat  Investasi Daerah 

 

KINERJA  UTAMA 

 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

 Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan PTSP 
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